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BAB III 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan dijelaskan 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

pelaksanaan perubahan hak atas tanah dalam rangka peningkatan dari Hak 

Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Magelang telah sesuai dengan Keputusan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No.6 Tahun 1998 Tentang 

Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal, hal ini dibuktikan 

dengan syarat dan prosedur yang telah sesuai dengan Keputusan Menteri 

tersebut. Sepuluh dari dua belas responden telah melakukan perubahan hak 

atas tanah dalam rangka peningkatan dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak 

Milik untuk rumah tinggal sehingga kesepuluh responden telah menjadi 

subyek pemegang atas Hak Milik atas tanah. Pelaksanaan perubahan hak 

atas tanah dalam rangka peningkatan dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak 

Milik tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi baik oleh responden 

yang berkaitan dengan jangka waktu penerbitan Sertipikat Hak Milik yang 

cukup lama dan PPAT mengalami kendala ketika Hak Guna Bangunan 

habis atau Hak Guna Bangunan telah mati sehingga sulit untuk melakukan 

kegiatan pelaksanaan peningkatan hak atas tanah dan apabila pemegang 

Hak Guna Bangunan sudah meninggal lalu belum dilakukan pewarisan yang 
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dapat menyebabkan tidak sah atas pemegang Hak Guna Bangunan yang 

hendak ditingkatkan. 

B. Saran  

Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dapat melakukan 

penyuluhan kepada masyarakat di Kabupaten Magelang tentang 

peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal 

khususnya pemahaman dasar mengenai tata cara melakukan peningkatan 

hak atas tanah. Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dapat memberikan 

kemudahan dalam hal peningkatan dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak 

Milik dengan adanya pelaksanaan pendaftaran peningkatan hak atas tanah 

secara massal sehingga biaya yang akan dikeluarkan oleh pemohon tidak 

mahal dan pemohon tidak perlu menggunakan jasa kuasa untuk melakukan 

peningkatan dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik.  
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